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ABSTRAK

Perkembangan sertifikasi halal di Indonesia ditandai dengan adanya Undang-
Undang (UU) Nomor 33 Pasal 4 Tahun 2014 tentang Jaminnan Produk Halal dan Peraturan
Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021. Peraturan ini mewajibkan para pelaku usaha untuk
menjalankan (PP) sertifikasi halal sebelum tanggal 17 Oktober 2024, seperti perusahaan,
Unit Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), termasuk unit usaha pesantren. Dalam
praktiknya, masih banyak pelaku usaha unit usaha pesantren hanya menjalankan kegiatan
ekonomi dan belum menyadari akan pentingnya sertifikasi halal. Salah satunya, Pondok
Modern Darussalam Gontor (PMDG) Kampus 5 Darul Qiyam Magelang yang memiliki unit
usaha pesantren sebagai penopang kegiatan ekonomi pesantren. Adanya unit usaha pesantren
yang dijalankan oleh Kiai, ustadz-ustadz dan para santri merupakan perwujudan dari jiwa
kemandirian pesantren. Berbagai unit usaha. Seperti, Yayasan Motor & Bensin, Darul
Qiyam Resto, Minimarket Latansa, Pabrik Roti, Fotokopi, Pabrik Es Krim, Pabrik Teh,
Wartel, Kafe La Dema, Kantin Santri, Pemotongan Ayam dan Kantin Sindo merupakan
bentuk kesadaran pesantren dalam meningkatkan perekonomian pesantren serta memenuhi
kebutuhan konsumsi santri. Namun, tingkat kesadaran hukum yang rendah dari para pelaku
usaha dan kurangnya sosialisasi pemerintah ternadap kewajiban sertifikasi halal di unit usaha
pesantren menyebabkan terhambatnya kewajiban sertifikasi halal di pondok pesantren ini
dengan kewajiban sertifikasi halal tertanggal 17 Oktober 2024.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan
yuridis empiris. Penyusun menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan teori
kesadaran hukum Soerjono Soekanto dan teori kepatuhan hukum H.C. Kelman untuk
menganalisis tingkat kesadaran hukum pelaku usaha unit usaha pesantren dalam kewajiban
sertifikasi halal UU Nomor 3 Pasal 4 Tahun 2014 dan PP Nomor 39 Tahun 2021. Sedangkan
teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Analisis penelitian ini
menggunakan metode kualitatif, adapun dalam metode pengumpulan data primer, penyusun
menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder
penyusun peroleh dari berbagai sumber lain. Penelitian ini dilakukan di tiga unit usaha
produksi bidang pangan. Yaitu, pabrik roti, pabrik es krim dan pabrik teh di PMDG Kampus
5 Darul Qiyam Magelang sebagai subjek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat sertifikasi halal di unit
usaha pesantren ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor penghambat
internal meliputi, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya kesadaran dan literasi,
kebijakan internal, ketidakpastian hukum, kendala organisasi dan administratif dan resistensi
terhadap perubahan. Sedangkan faktor penghambat eksternal dipengaruhi oleh keterbatasan
akses dan kondisi ekonomi pesantren, kondisi pasar dan permintaan konsumen, regulasi dan
kebijakan pemerintah, tingkat kesadaran konsumen dan masyarakat serta kerjasama kepada
pemerintah dan lembaga sertifikasi. Dalam hal ini, tingkat kesadaran hukum para pelaku
usaha masih rendah. Hal ini ditandai dengan adanya regulasi UU Nomor 33 Tahun 2014
Pasal 4 dan PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang kewajiban sertifikasi halal untuk produk
makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan
pangan dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman tertanggal 17 Oktober
2024 tingkat kepatuhan hukum di unit usaha pesantren masih rendah. Seperti, permohonan
sertifikasi halal secara compliance masih rendah dikarenakan belum adanya sanksi hukum
kepada pihak unit usaha pesantren melalui peringatan tertulis. Sedangkan, identifikasi
dengan pandangan bahwa sertifikasi halal hanya sebagai tren perluasan pasar. Selain itu,
internalisasi dengan tingkat kepercayaan serta penilaian pelaku usaha terhadap produk di
unit usaha pesantren yang sudah pasti halal dikarenakan bahan baku yang berasal dari zat
halal juga, justru mengakibatkan proses sertifikasi halal terhambat sehingga unit usaha
lamban mengalami perkembangan.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Unit Usaha Pesantren, PMDG Darul Qiyam Magelang



ABSTRACT

The development of halal certification in Indonesia is marked by the existence of
Law (UU) Number 33 Article 4 of 2014 concerning Halal Product Guarantee and
Government Regulation Number 39 of 2021. This regulation requires business actors to
carry out (PP) halal certification before 17 October 2024, such as companies, Micro, Small
and Medium Units (MSMES), including pesantren business units. In practice, there are still
many business actors of pesantren business units who only carry out economic activities and
have not realised the importance of halal certification. One of them is Pondok Modern
Darussalam Gontor (PMDG) Campus 5 Darul Qiyam Magelang which has a pesantren
business unit as a support for pesantren economic activities. The existence of pesantren
business units run by Kiai, ustadz-ustadz and students is a manifestation of the spirit of
pesantren independence. Various business units. Such as, Motorbike & Petrol Foundation,
Darul Qiyam Resto, Latansa Minimarket, Bread Factory, Photocopy, Ice Cream Factory,
Tea Factory, Wartel, La Dema Cafe, Santri Canteen, Chicken Slaughtering and Sindo
Canteen are forms of pesantren awareness in improving the pesantren economy and meeting
the consumption needs of students. However, the low level of legal awareness of business
actors and the lack of government socialisation of halal certification obligations in pesantren
business units have hampered halal certification obligations in this pesantren with halal
certification obligations dated 17 October 2024.

This type of research is field research with an empirical juridical approach. The
authors use a legal sociology approach with Soerjono Soekanto's legal awareness theory and
H.C. Kelman's legal compliance theory to analyse the level of legal awareness of pesantren
business unit business actors in the halal certification obligations of Law Number 3 Article
4 2014 and PP Number 39 2021. Kelman to analyse the level of legal awareness of business
actors of pesantren business units in the halal certification obligations of Law Number 3
Avrticle 4 of 2014 and PP Number 39 of 2021. While the data analysis technique used is
descriptive analytic. This research analysis uses qualitative methods, as for the primary data
collection method, the authors use observation, interviews and documentation methods.
While secondary data is obtained from various other sources. This research was conducted
in three food production business units. Namely, bread factory, ice cream factory and tea
factory at PMDG Campus 5 Darul Qiyam Magelang as research subjects.

The results showed that the inhibiting factors for halal certification in this pesantren
business unit were influenced by internal and external factors. Internal inhibiting factors
include limited human resources, lack of awareness and literacy, internal policies, legal
uncertainty, organisational and administrative constraints and resistance to change.
Meanwhile, external inhibiting factors are influenced by limited access and economic
conditions of pesantren, market conditions and consumer demand, government regulations
and policies, the level of awareness of consumers and the community and cooperation with
the government and certification bodies. In this case, the level of legal awareness of business
actors is still low. This is indicated by the regulation of Law Number 33 of 2014 Article 4
and PP Number 39 of 2021 concerning the obligation of halal certification for food products,
beverages, slaughter products and slaughter services, raw materials, food additives and
auxiliary materials for food and beverage products dated 17 October 2024 the level of legal
compliance in pesantren business units is still low. For example, the application for halal
certification in compliance is still low due to the absence of legal sanctions against the
pesantren business unit through written warnings. Meanwhile, identification with the view
that halal certification is only a market expansion trend. In addition, internalisation with the
level of trust and assessment of business actors towards products in the pesantren business
unit that have been approved.

Keywords: Halal Certification, Pesantren Bussiness Unit, PMDG Darul Qiyam Magelang
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam
penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan
0543b/U/1987, tanggal 10 Januari 1987.

I.  Konsonan Tunggal

Arab Huruf Latin Keterangan
| Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< Ba’ B be
< Ta pr te
& Sa’ S es (dengan titik di atas)
z Jim J je
z Ha’ H ha (dengan titik di bawah)
¢ Kha’ Kh ka dan ha
3 Dal D de
A Zal Z zet (dengan titik di atas)
B Ra’ R er
B Zai £ zet
o Sin S es
o Syin Sy es dan ye
o= Sad S es (dengan titik di bawah)
o= Dad D de (dengan titik di bawah)
b ta’ T te (dengan titik di bawah)
L za Z zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain ‘ Koma terbalik (di atas)
¢ Gain G ge
- Fa’ F ef




3 Qaf Q qi

4 Kaf K ka

dJ Lam L ‘el

B Mim M ‘em

o Nun N ‘en

3 Waw W we

> Ha’ H ha

e Hamzah ‘ Apostrof
< Ya’ e ye

Il.  Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh Syaddah ditulis rangkap, contoh:

EELEN ditulis Hikmah
ile ditulis ‘illah
I1l. Ta’ Marbirtah di akhir kata
a. Bila dimatikan maka ditulis dengan h
silal) ditulis al-Ma’idah
a3l ditulis Islamiyyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam
bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

b. Bila diikuti degan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka

ditulis dengan h.

;@j&\ i.;.\js

ditulis

Karamah al-auliya’

C.

Bila ta’ marbiitah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah

ditulis t atau h.

il 51

ditulis

Zakagh al-fitri




IV. Vokal Pendek
: a
o ditulis
Jad Fa’ala
. [
I ditulis o
B Zukira
: u
s ditulis
TRV Yazhabu
V. Vokal Panjang
1 Fathah+ alif ditulis a
b ditulis Fala
Fathah + ya’ mati ditulis a
2 y - -
Qs ditulis Tansa
3 Kasrah + ya’ mati ditulis 1
Juads ditulis Tafsil
4 Dammah + wawu mati ditulis i
J5kal ditulis Usal
VI. Vokal Rangkap
1 Fathah+ ya’ mati ditulis ai
a5 ditulis az-Zuhaill
5 Fathah+ wawu mati ditulis au
a3l ditulis ad-Daulah
VIl. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan
Apostrof
P ditulis a’antum
el ditulis a’iddat
0K Gl ditulis la’in syakartum
VIIl. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

Qbfﬂ\

ditulis

Al-Qur’an

oA

ditulis

al-Qiyas

Xi




b. Bila diikuti hurus syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

WA ditulis as-Sama’

il ditulis asy-Syamsu

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan

a3l s 9 ditulis Zawi al-furid

A2 A ditulis Ahl as-sunnah
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan halal di Indonesia relatif masih rendah karena kurangnya
kesadaran masyarakat dalam memilih produk halal dengan banyaknya produk
dari pelaku usaha yang belum bersertifikat halal. Data lapangan menunjukkan
adanya kelangkaan output industri halal di Indonesia. Menurut State of The
Global Islamic Report 2020, Indonesia menempati urutan kelima di antara 15
besar ekonomi Islam global, dengan skor 49. Di berbagai sektor industri halal,
Indonesia juga menempati urutan kelima dalam keuangan Islam, keempat dalam
perjalanan ramah Muslim dan ketiga dalam mode sederhana. Namun, meskipun
memiliki populasi Muslim terbesar di dunia sebesar 237.055.000.000 individu,
terhitung 86,7% dari total populasi, Indonesia tidak masuk dalam 10 besar untuk
sektor-sektor seperti makanan halal, media dan rekreasi, serta farmasi dan
kosmetik. Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa masyarakat
Indonesia belum mampu menjadi pusat produsen halal dunia.*

Sertifikasi halal di Indonesia masih terhenti dan terbatas pada

legalitasnya dengan adanya perundang-undangan yang mengikat. Meski telah

! Nikmatul Masruroh, “The Competitiveness of Indonesian Halal Food Exports in Global
Market Competition Industry,” Economica: Jurnal Ekonomi Islam 11, no. 1 (2020).



diatur sedemikian rupa aturan-aturannya, kesadaran halal di masyarakat belum
begitu tergerak, terutama munculnya Unit Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM) dengan berbagai produk pasca pandemi covid 19 dalam memenubhi
perekonomian masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh adanya asumsi masyarakat
yang memahami bahwa sertifikasi halal hanyalah program yang dilaksanakan
bagi pelaku usaha kelas atas dengan produksi dan pemasaran yang luas.*

Meskipun demikian, pemerintah Indonesia telah menetapkan kerangka
hukum untuk memastikan sertifikasi halal produk melalui Undang-Undang
Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), Pasal 4 yang
menetapkan bahwa semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di
Indonesia harus bersertifikat halal. Selanjutnya, Badan Penyelenggara Jaminan
Produk Halal (BPJPH) saat ini sedang menyosialisasikan persyaratan
sertifikasi halal wajib untuk produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan
di Indonesia, yang akan mulai berlaku pada 17 Oktober 2024. Hal ini sejalan
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang kewajiban
sertifikasi halal makanan, minuman, jasa rumah potong hewan, bahan baku,
aditif dan bahan penolong makanan dan minuman, yang juga mulai berlaku
pada 17 Oktober 2024.

Di tengah era globalisasi, kebutuhan akan kehalalan suatu produk
sangat diperlukan dalam menjamin dan meningkatkan kepercayaan masyarakat

dalam mengonsumsi suatu produk. Pemerintah melalui Badan Penyelenggara

! Dhika Maha Putri et al., “Pendampingan Digitalisasi Sertifikasi Halal Sebagai Upaya
Penguat Daya Saing Komunitas Umkm Preman Super Kota Malang,” J-Abdi: Jurnal Pengabdian
Kepada Masyarakat 2, no. 8 (2023): 5765-72.



Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan
dan Kosmetika MUI (LPPOM-MUI) perlu mengupayakan sosialisasi
sertifikasi halal yang membantu pelaku usaha UMKM dan turut memberikan
edukasi kepada masyarakat luas bahwa sertifikasi halal tidak hanya berlaku
bagi kalangan pelaku kelas atas melainkan termasuk para pelaku usaha UMKM
serta unit usaha pesantren. Terlebih lagi, pesantren sebagai role model umat
Islam melalui unit usaha yang dimilikinya, sudah seharusnya tidak hanya fokus
menjalankan usaha dan mendapatkan keuntungan untuk mememubhi
perekonomian, namun juga diimbangi dengan meningkatnya tingkat kepatuhan
hukum, terjaminnya kehalalan suatu produk dan perluasan pasar di Indonesia.?

Sejak layanan sertifikasi halal diterapkan pada tanggal 17 Oktober
2019, jumlah UMKM di Indonesia sebesar 64,4 juta, sedangkan capaian
sertifiaksi halal sampai dengan bulan Februari 2024 baru mencapai 3,8 juta.
Khusus usaha mikro, baru 14% dari target potensial kurang lebih 28 juta usaha
mikro yang bergerak di bidang pangan. Hal ini menunjukkan masih kurangnya
tingkat kesadaran tentang sertifikasi halal di pada pelaku usaha UMKM.
Padahal, BPJPH telah membuat program sertifikasi halal melalui dua jalur.
Pertama, sertifikasi dilakukan via jalur mandiri (self-declare) yang verifikasi
datanya dilakukan oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH). Jalur kedua

merupakan jalur reguler malalui Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).3

2 Anita Priantina and Safeza Mohd Sapian, “Sertifikasi Halal Di Indonesia,” Tasyri’:
Journal of Islamic Law 2, no. 1 (2023).

3 Hana Catur Wahyuni, Puspita Handayani, and Titis Wulandari, ‘“Pendampingan
Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM,” To Maega : Jurnal
Pengabdian Masyarakat 6, no. 1 (2023).



Pesantren sebagai lembaga pendidikan telah menjadi komponen sentral
masyarakat Muslim Indonesia. Menurut data Kementerian Agama, jumlah
madrasah di seluruh Indonesia mencapai 26.975 pada 2022. Sumber daya
madrasah berfungsi sebagai modal sosial yang berharga, mampu membina
individu yang dapat secara efektif menavigasi tantangan zaman modern.
Kemandirian, nilai inti yang tertanam dalam sistem pesantren, dapat
memberikan rasa keberadaan bagi pesantren, khususnya dalam unit produksi
dalam pengembangan sertifikasi halal.

Potensi pesantren dalam menerapkan kegiatan ekonomi syariah dan
halal seharusnya telah menjadi dominasi dalam aktivitasnya.* Ironisnya, masih
banyak lembaga pendidikan pesantren yang menjalankan kerja sama dengan
perbankan konvensional dan belum menjalankan sertifikasi halal. Hal ini
menunjukkan bahwa kesadaran dan perhatian lembaga pesantren belum
teroptimalisasi dengan baik.®
Perkembangan sertifikasi halal di Indonesia ditandai dengan adanya Undang-
Undang (UU) Nomor 33 Pasal 4 Tahun 2014 tentang Jaminnan Produk Halal
dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021. Peraturan ini mewajibkan

para pelaku usaha untuk menjalankan (PP) sertifikasi halal sebelum tanggal 17

4 Moh Ilham and Novie Andriani Zakariya, “Analisis Kebijakan Kementerian Agama RI
Terkait Impelementasi Program Kewirausahaan Di Pesantren Indonesia,” ldarotuna 4, no. 1 (April
23, 2022): 27.

5 Suwanto Suwanto and Indra Gunawan, “Ekosistem Pesantren Dalam Mewujudkan
Manajemen Halal Supply Chain Menuju Madani Society 5.0,” Mabny : Journal of Sharia
Management and Business 1, no. 02 (2021).



Oktober 2024, seperti perusahaan, Unit Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM),
termasuk unit usaha pesantren.

Secara praktik, masih banyak pelaku usaha unit usaha pesantren hanya
menjalankan kegiatan ekonomi dan belum menyadari akan pentingnya
sertifikasi halal. Salah satunya, Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG)
Kampus 5 Darul Qiyam Magelang dengan jumlah santri lebih dari 1200 santri
dari berbagai penjuru Indonesia yang memiliki berbagai unit usaha pesantren
sebagai penopang kegiatan ekonomi pesantren. Seperti, Yayasan Motor &
Bensin, Darul Qiyam Resto, Minimarket Latansa, Pabrik Roti, Fotokopi,
Pabrik Es Krim, Pabrik Teh, Wartel, Kafe La Dema, Kantin Santri,
Pemotongan Ayam dan Kantin Sindo yang bertujuan untuk melatih, mendidik
santri dan meningkatkan perekonomian pondok pesantren. Unit usaha
pesantren ini dijalankan dengan peranan langsung ustadz-ustadz dan para santri
sebagai perwujudan dari jiwa kemandirian pesantren.®

Dalam memajukan kegiatan ekonomi, produksi dan pangan, pesantren
membentuk memiliki tiga unit usaha produksi. Seperti, pabrik roti, pabrik es
krim dan pabrik teh yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian
pesantren serta memenuhi kebutuhan konsumsi santri. Namun, kemajuan
ekonomi pesantren belum diimbangi dengan tingkat kesadaran hukum yang
baik, ditandai dengan belum tersertifikasi halalnya tiga unit usaha tersebut.

Padahal, UU Nomor 33 Pasal 4 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

6 Setiawan Bin Lahuri and Muhammad Rizal Pranoto, “Halal Cosmetics Products Used in
Islamic Boarding School Analysis of the Halal Product Standard of Fatwa (MUI),” AL-FALAH :
Journal of Islamic Economics 7, no. 1 (2022).



telah mewajibkan seluruh pelaku usaha untuk menjalankan sertifikasi halal dan
PP Nomor 39 Tahun 2021 yang memberikan batasan terhadap para pelaku
usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal sebelum 17 Oktober 2024. Dari latar
belakang ini, penyusun tertarik untuk meneliti faktor-faktor penghambat
sertifikasi halal dalam unit produksi pesantren dari perspektif sosiologi hukum.
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penyusun merumuskan
pokok rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sertifikasi halal di unit usaha pesantren Pondok
Modern Darussalam Gontor Kampus 5 Magelang?

2. Mengapa unit usaha pesantren mengalami hambatan dalam sertifikasi
halal dan bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap faktor
penghambat sertifikasi halal unit usaha pesantren di Pondok Modern
Darussalam Gontor Kampus 5 Magelang?

C. Tujuan Penelitian dan Keguanaan Penelitian
Sejalan dengan permasalahan yang dirumuskan di atas, tujuan
penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan praktik sertifikasi halal di unit usaha produksi
pesantren.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat sertifikasi halal unit usaha
pesantren dan menganalisis faktor penghambat sertifikasi halal unit

usaha ditinjau dari perspektif sosiologi hukum.



Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap
perkembangan sertifikasi halal di unit usaha pesantren dengan memberikan
wawasan dan gagasan yang bermanfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat meningkatkan tingkat kesadaran sertifikasi halal
unit usaha produksi internal pesantren dengan mengetahui praktik yang
terjadi di lapangan.

2. Penelitian ini berguna untuk mengetahi faktor penghambat dan
pendukung sertifikasi halal serta menambah wawasan keilmuan kepada
pelaku usaha pesantren mengenai sertifikasi halal, tata cara pengajuan
sertifikasi halal, mendorong peningkatan literasi dan partisipasi pelaku
usaha pesantren serta masyarakat tentang sertifikasi produk halal dan
mendorong pengembangan kualitas aset umat Islam di Indonesia
melalui program sertifikasi halal.

D. Telaah Pustaka

Kepustakaan mengenai sertifikasi halal di unit usaha pesantren dianggap masih
sedikit. Kajian tentang sertifikasi halal belum menjadi suatu hal yang menarik
perhatian sebagai topik penelitian para akademisi. Kajian mengenai sertifikasi
halal cenderung membahas tentang prosedur sertifikasi halal di berbagai
UMKM sedangkan penelitian mengenai sertifikasi halal di pesantren masih
rendah. Dalam berbagai referensi, penyusun menemukan berbagai kajian
mengenai sertifikasi halal di pesantren sebagai berikut:

Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Zuhirsyan dengan judul

“Membidik Potensi Ekonomi Syariah di Lembaga Pendidikan Pondok



Pesantren” bertujuan untuk menggali pemberdayaan ekonomi syariah di
lembaga pendidikan pesantren. 7 Metode penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan analitis. Objek penelitian ini
menggunakan beberapa pesantren modern yang berada di Kota Medan,
Langkat, Deli Serdang dan Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Hasil penelitian
menunjukkan Pemberdayaan ekonomi Islam ini bisa dalam bentuk penerapan
di dalam pondok pesantren yang dapat diklasifikasi dalam beberapa hal, di
antaranya pendidikan prinsip ekonomi syariah, akad dan kerjasama ekonomi
syariah, akuntansi pesantren serta penginapan syariah, kuliner dan wisata halal.
Sementara dalam bentuk pengembangan ekonomi syariah, pesantren sebagai
lembaga yang dikenal dengan kemandiriannya bisa menjadikan pesantren
sebagai laboratorium pengkajian ekonomi syariah, membentuk forum bisnis
syariah, menjadi islamic economic centre dan inspirator pengembangan
ekonomi berbasis syariah.

Penelitian yang ditulis oleh Alvan Fathony, Rokaiyah dan Sofiyatul
Mukarromah tentang “Pengembangan Potensi Unit Usaha Pondok Pesantren
Nurul Jadid Melalui Ekoproteksi”.® Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
menggali potensi kemandirian unit usaha pesantren melalui aktivitas
ekonominya dengan instrumen ekoproteksi. Metode penelitian ini

menggunakan pendekatan kualitatif dengan menarik kesimpulan melalui

" Muhammad Zuhirsyan, “Membidik Potensi Ekonomi Syariah Di Lembaga Pendidikan
Pondok Pesantren,” Economica: Jurnal Ekonomi Islam 9, no. 2 (2018).

8 Alvan Fathony, Rokaiyah Rokaiyah, and Sofiyatul Mukarromah, “Pengembangan
Potensi Unit Usaha Pondok Pesantren Nurul Jadid Melalui Ekoproteksi,” Trilogi: Jurnal llmu
Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora 2, no. 1 (2021).



deskripsi yang terperinci. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa
sistem ekoproteksi pesantren mampu memberikan empat dampak positif,
diantaranya: a) terciptanya pola kader umat (santri dan masyarakat) yang
mandiri dalam bidang ekonomi, b) terbentuknya pesantren yang mandiri dalam
bidang ekonomi, ¢) menjadikan pesantren sebagai patner pemerintah dan d)
mampu mengangkat ekonomi umat (ekonomi masyarakat sekitar pesantren
maupun masyarakat secara luas).

Mohammad Majduddin menulis menulis penelitian tentang “Kajian
Terhadap Standar dan Sistem Sertifikasi Halal yang Efektif untuk
Meningkatkan Daya Saing Usaha di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin”.®
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Sistem Sertifikasi Halal
(SSH) dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Pondok Pesantren
Mambaus Sholihin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi
dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SSH
memiliki dampak positif bagi pertumbuhan UMKM, terutama dalam
meningkatkan penjualan, mengembangkan produk baru dan meningkatkan
kepercayaan konsumen. Selain itu SSH juga membantu UMKM dalam

meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Namun, ada beberapa

kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam menerapkan SSH, seperti

® Mohammad Majduddin, “Kajian Terhadap Standar Dan Sistem Sertifikasi Halal Yang
Efektif Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin,”
Masadir : Jurnal Hukum Islam 2, no. 2 (2022).
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keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan biaya yang tinggi untuk
sertifikasi halal.

Jumriyah Riya dan Dzikrullah mengkaji tentang “Identifikasi Halal
Food pada Proses Produksi Menggunakan Analisis SWOT (Metode Multicase
Studi)”. % Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki proses produksi dan
mengidentifikasi makanan halal menggunakan analisis SWOT pada tiga objek,
yaitu Pondok Pesantren Nur Yasin, Pondok Pesantren Nurul Amanah dan
Pondok Pesantren Annafi'iyah yang berlokasi di Bangkalan, menggunakan
metode kualitatif dan multikasus (komparatif). Hasil penelitian menunjukkan
bahwa: 1) Proses produksi yang diterapkan di Pondok Pesantren Nur Yasin,
Pondok Pesantren Nurul Amanah dan Pondok Pesantren Annafi'iyah
memperhatikan kehalalan produk mereka, meskipun salah satu dari tiga
lembaga tersebut tidak memiliki sertifikasi halal. 2) Kesadaran pemilik usaha
mengenai halal sangat tinggi, sehingga pelaksanaan proses produksi sangat
ditekankan, mulai dari pembuatan produk hingga distribusi, bahkan tanpa
sertifikasi halal.

Dari kajian pustaka terdahulu, penyusun menemukan berbagai
penelitian mengenai sertifikasi halal di unit usaha pesantren sebagai objek
penelitian melalui empat telaah pustaka di atas. Telaah pustaka pertama dan
kedua memfokuskan penelitian terhadap kajian tentang kemandirian pesantren,

pustaka ketiga memfokuskan dalam tingkat efisiensi sistem sertifikasi halal

1 Jumriyah Riya and Dzikrullah, “Identifikasi Halal Food Pada Proses Produksi
Menggunakan Analisis SWOT (Metode Multicase Studi),” Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis 4,
no. 2 (2021).
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dalam studi objek tunggal, pustaka keempat meneliti tentang identifikasi

terhadap halal food melalui studi komparasi terhadap proses produksi halal.

Dalam hal ini belum banyak penelitian yang mengkaji objek penelitian

mengenai faktor penghambat sertifikasi halal unit usaha pesantren dengan

diwajibkannya UU JPH Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4.

E. Kerangka Teoretik

1. Konsep Halalan dan Tayyib dalam Islam
Halal secara bahasa artinya adalah sesuatu yang dibolehkan, sedangkan
haram artinya adalah sesuatu yang dilarang oleh agama. Secara istilah, halal
adalah sesuatu yang diperbolehkan, dilakukan, digunakan dan diusahakan
dalam mencegah unsur-unsur yang membahayakan dengan memperhatikan
cara memperolehnya sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya, seorang Muslim
dilarang mengonsumsi daging babi, anggur, darah dan produk hewani
terlarang lainnya, sebagaimana diuraikan dalam ajaran Islam. Singkatnya,
halal mencakup kegiatan, barang, atau praktik yang diizinkan, dilakukan,
dimanfaatkan dan dikejar dengan cara yang menghindari unsur-unsur
berbahaya sambil mematuhi pedoman Islam untuk memperolehnya.!!

Penerapan standar halal di Indonesia diterapkan melalui Manual

Sistem Jaminan Halal (SJH) yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia
(LPPOM-MUI). SJH menggabungkan konsep syariat Islam tentang hal-hal

terkait halal dan haram, etika dan manajemen bisnis, prosedur dan

11 yulfan Arif Nurohman and Rina Sari Qurniawati, “Keputusan Pembelian Produk
Makanan Halal Di Lingkungan IAIN Surakarta,” Jurnal Among Makarti 12, no. 24 (2019).
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mekanisme kerja dan pelaksanaan dan evaluasi jaminan halal. Dalam Sistem
Jaminan Halal makanan dan minuman harus memenuhi persyaratan
berikut:12
a. Kebijakan Halal
Kebijakan halal merupakan pernyataan tertulis yang
dikeluarkan oleh perusahaan mengenai operasinya dalam
pembuatan makanan halal. Dalam kebijakan ini, perusahaan harus
dapat menjelaskan  secara rinci  komitmennya  untuk
mempertahankan konsistensi dalam semua proses pembuatan
makanan halal, termasuk pengadaan, penggunaan, pengolahan,
presentasi dan pemasaran produk yang dijual.
b. Tim Manajemen Halal
Manajemen bertanggung jawab untuk memilih tim
manajemen halal, yang merupakan organisasi internal di dalam
perusahaan. Tim ini bertanggung jawab atas semua operasi dan
tindakan yang berkaitan dengan produksi produk halal. Dalam
menjalankan operasinya, perusahaan melibatkan seluruh bagian
perusahaan yang berhubungan dengan sistem produksi halal.
c. Pelatihan dan Edukasi
Semua karyawan yang pekerjaannya memengaruhi status

halal produk harus terlibat dalam program pelatihan perusahaan.

12 Ramlan Ramlan and Nahrowi Nahrowi, “Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika
Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim,” Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah
17, no. 1 (2014).
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Misalnya, karyawan yang kompeten diberi pelatihan berdasarkan
pendidikan, pelatihan dan pengalaman mereka. Pelatihan internal
dan eksternal dilakukan setiap tahun. Pelatihan eksternal
diselenggarakan oleh LPPOM-MUI dan dilakukan minimal setiap
dua tahun.
Bahan

Semua bahan baku yang digunakan dalam pembuatan
produk tidak boleh berasal dari produk haram atau najis. Kecuali
untuk bahan non-kritis atau yang dapat dibeli secara eceran. Untuk
memastikan konsistensi status halal bahan baku, perusahaan
sebagai penanggung jawab harus berkomunikasi dengan
Koordinator Audit Halal Internal (KAHI).
Produk

Berdasarkan pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI),
karakteristik produk perusahaan tidak boleh menunjukkan aroma
atau rasa yang haram atau terlarang. MUI juga melarang
penggunaan nama dan merek yang melanggar syariat Islam.
Fasilitas Produksi

Dalam proses produksi, terdapat komponen pendukung
yang disebut fasilitas produksi. Misalnya, di perusahaan atau
pabrik, ada dua komponen:

1) Hanya produksi yang berkaitan dengan produk halal yang

boleh menggunakan dapur.
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2) Hanya kegiatan yang berkaitan dengan produksi makanan
halal yang dapat memanfaatkan fasilitas dan peralatan ini.
g. Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis
Semua kegiatan penting yang terjadi di rantai produksi yang
mempengaruhi status halal suatu produk harus didokumentasikan.
Kegiatan kritis ini mencakup semua kegiatan operasional
perusahaan, seperti inspeksi material, pembuatan produk, proses
produksi, transportasi, pengemasan, aturan pengunjung, penentuan
menu, inspeksi dan penyembelihan, dengan penyesuaian sesuai
dengan kebutuhan perusahaan dalam memenuhi sertifikasi halal.
h. Kemampuan Telusur
Produk yang bersertifikat halal harus berasal dari bahan
halal dan dibuat sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh
LPPOM-MUI. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki
prosedur standar tertulis untuk menjamin kualitas produk dari awal
pembelian bahan baku hingga produk siap saji.
I. Penanganan Produk yang Tidak Sesuai Kriteria
Apabila produk ditemukan tidak memenuhi persyaratan
halal selama proses produksi, perusahaan harus memiliki prosedur
tertulis. Tindakan pencegahan adalah tidak menjual produk yang
tidak bersertifikat dan menangani situasi dengan menarik produk
jika sudah dijual kepada konsumen selama proses jual beli suatu

produk.
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J- Audit Internal
Audit Internal adalah pemeriksaan dan evaluasi berkala
terhadap pelaksanaan Sistem Jaminan Halal. Proses ini dilakukan
oleh Tim Audit Halal Internal setidaknya setiap enam bulan.
k. Kaji Ulang Manajemen
Kajian ulang manajemen Sistem Jaminan Halal (SJH)
dilakukan setidaknya sekali setahun. Tujuan dari tinjauan ini
adalah untuk mengetahui seberapa baik penerapan SJH dan
menemukan cara untuk memperbaikinya. Semua pemangku
kepentingan yang terlibat dalam SJH harus berpartisipasi dalam
proses ini.

Selain itu, makanan dan minuman yang sudah beredar secara
umum harus diawasi oleh organisasi yang dibentuk oleh pemerintah.
Kegagalan untuk melakukannya mungkin memiliki konsekuensi yang tidak
diinginkan, mengingat sensitivitas masyarakat terhadap masalah halal dan
haram. Suatu makanan mungkin tampak halal pada pandangan pertama,
tetapi jika faktor rayyib diabaikan, itu bisa berubah menjadi haram. Kriteria
berikut adalah indikator kunci dari makanan zayyib:*?

a. Kebersihan dan Kesucian
Dalam hal ini, pelaku usaha perlu mempertimbangkan

peraturan makanan halal, yang meliputi:

13 Abdul Mukti Thabrani, “Esensi Ta’abbud Dalam Konsumsi Pangan (Telaah
Kontemplatif Atas Makna Halal-Thayyib),” Al-lhkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial 8, no. 1
(2014).
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1) Tidak termasuk hewan yang dilarang oleh syariat Islam dan
hewan yang tidak disembelih.
2) Tidak mengandung bahan haram seperti minyak babi,
bangkai, alkohol, narkoba dan barang haram lainnya.
3) Proses, peralatan dan bahan yang bebas dari kotoran dan zat
haram.
4) Tidak mencampur kotoran dan zat haram, baik pada saat
persiapan, pengolahan, maupun penyimpanan.
b. Sumber Makanan
Hubungan antara sumber rezeki halal dan makanan dan
minuman yang dikonsumsi sangat signifikan. Pendapatan yang
berasal dari kegiatan terlarang, termasuk korupsi, riba, pencurian
dan penyuapan, dianggap haram dan dengan demikian makanan
yang dikonsumsi juga dianggap haram. Pemahaman ini diakui
secara luas oleh mayoritas komunitas Islam, yang menyadari
tindakan terlarang yang digariskan dalam syariat Islam. Kegiatan
terlarang ini tidak hanya berdampak langsung pada pendapatan
tetapi juga secara tidak langsung mempengaruhi kebutuhan dasar
hidup, seperti pakaian dan tempat tinggal.
c. Tidak Menyebabkan Kerusakan Fisik dan Mental
Makanan dan minuman halal, pada dasarnya, bermanfaat.
Namun, Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa kebaikan memiliki

berbagai tingkat kompatibilitas. Penjelasan ini mendorong
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seseorang untuk lebih cerdas dalam tindakan mereka, memilih
makanan dan minuman yang benar-benar kompatibel dengan
kesejahteraan fisik dan spiritual mereka. Misalnya, seseorang
dengan diabetes harus menghindari makanan atau minuman yang
terlalu banyak gula. Pada awalnya tampak menyehatkan dan halal
tetapi menjadi haram ketika dikonsumsi oleh mereka dengan
kondisi ini karena dampak negatif pada kesehatan mereka.
d. Tidak Mengandung Syubhat
Syubhat dalam konteks ini dapat muncul ketika ada
keraguan terhadap suatu produk. Saat ini, masyarakat sering
menjumpai  makanan dan minuman dengan dipertanyakan
kehalalannya. Syubhat muncul dari keraguan tentang cara
menyiapkan, mengolah dan menyajikan suatu produk. Seperti
halnya, dalam era globalisasi kemajuan teknologi yang pesat dalam
industri makanan telah menyebabkan pengembangan berbagai
desain, inovasi dan prosedur pengujian, sehingga menantang untuk
mengkategorikan status hukum kehalalan.
2. Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto
Soerjono Soekanto mengemukakan teori kesadaran hukum berhasil
tidaknya penerapan suatu hukum di masyarakat melalui empat indikator,

antara lain:14

14 Abraham Abraham, “How Sociology Perspective Influence Law with a Social
Contexts? A Book Review ‘Pokok-Pokok Sosiologi Hukum’ Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H.,
M.A.,” Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services 3, no. 2 (2021).
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a. Pengetahuan tentang Hukum
Indikator yang pertama adalah pemahaman seseorang
tentang hukum bahwa perilaku-perilaku tertentu telah diatur oleh
hukum. Peraturan hukum yang dimaksud yaitu, hukum tertulis
maupun hukum yang tidak tertulis. Ini mengacu perilaku yang
diizinkan dan dilarang oleh hukum.
b. Pemahaman tentang hukum
Indikator yang kedua adalah pemahaman hukum, yang
berarti informasi yang dimiliki seseorang tentang makna peraturan
yang terkandung dalam suatu hukum tertentu. Pemahaman hukum
mencakup pemahaman tentang isi, tujuan dan manfaat dari hukum
tertentu, serta dampaknya terhadap seseorang yang hidupnya diatur
oleh hukum itu. Misalnya, memiliki pengetahuan dan pemahaman
yang akurat tentang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal
4 tentang Jaminan Produk Halal, khususnya di kalangan pelaku
usaha di unit produksi pesantren, sangat penting untuk
menumbuhkan kesadaran dan pemahaman hukum.
c. Sikap terhadap Hukum
Sikap hukum merupakan indikator ketiga dengan melihat
dan menunjukkan kecenderungan seseorang untuk mengikuti
hukum karena menganggapnya bermanfaat atau menguntungkan

jika ditaati. Sehingga, pelaku hukum cenderung melakukan
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evaluasi tertentu terhadap hukum. Dalam konteks ini, ada unsur
penghargaan terhadap aturan hukum.
d. Perilaku Hukum

Pola perilaku adalah indikator keempat, yang menunjukkan
seberapa ketat seseorang atau komunitas mengikuti peraturan yang
berlaku. Indikator ini adalah yang paling penting, karena
mengungkapkan apakah suatu undang-undang diterapkan secara
efektif di masyarakat, sehingga memberikan wawasan kesadaran
hukum di suatu wilayah hukum.

3. Teori Kepatuhan Hukum H.C. Kelman
Menurut H.C. Kelman, kesadaran hukum berkaitan erat dengan
kepatuhan hukum atau ketaatan hukum yang dikonkritkan dalam sikap
tindak atau perikelakuan manusia. Masalah kepatuhan hukum tersebut
merupakan suatu proses psikologis (kualitatif) yang dikembalikan pada tiga
proses dasar, yaitu:*
a. Compliance (kepatuhan)

Compliance adalah tindakan mematuhi peraturan, norma,
atau permintaan dari pihak lain, seringkali karena adanya tekanan
eksternal atau sanksi yang mungkin diterima jika tidak mematuhi.
Tingkat kepatuhan ini sangat bergantung pada tingkat pengawasan

atau ancaman terhadap sanksi. Suatu individu atau kelompok

15 Herbert C. Kelman, “Compliance, Identification, and Internalization Three Processes of
Attitude Change,” Journal of Conflict Resolution 2, no. 1 (1958).
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mematuhi suatu aturan dengan adanya konsekuensi sanksi yang
dihadapi apabila melanggar hukum.
b. Ildentification (Identifikasi)

Identification adalah proses di mana individu atau
kelompok mengadopsi perilaku atau sikap tertentu karena mereka
ingin menjalin hubungan atau merasa menjadi bagian dari
kelompok atau individu yang dihormati atau diidolakan. Tingkat
kepatuhan ini terjadi karena adanya keinginan untuk identifikasi
dengan orang lain atau kelompok yang dianggap penting.

c. Internalization (Internalisasi)

Internalization adalah proses di mana individu benar-benar
menerima dan mengintegrasikan nilai-nilai, norma atau sikap
tertentu ke dalam sistem kepercayaan pribadi mereka, sehingga
perilaku tersebut menjadi bagian dari identitas diri mereka.
Kepatuhan ini berkelanjutan dengan tanpa adanya tekanan
eksternal atau ancaman sanksi. Nilai-nilai yang diterapkan oleh
seorang individu yang percaya bahwa mereka melakukan hal yang
benar.

Menurut Soerjono Soekanto, kepatuhan hukum adalah perilaku
yang sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat.
Indikator berhasil tidaknya penerapan suatu hukum dapat dilihat dengan
tingkat pengetahuan masyarakat terhadap hukum serta dan tingkat

kesadarannya terhadap penerapan suatu hukum melalui empat hal. Seperti,
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pengetahuan tehadap hukum, pemahaman terhadap hukum, sikap tehadap
hukum dan perilaku hukum.®
Soerjono Soekanto berpandangan bahwa kepatuhan hukum bukan
hanya tunduknya seorang individu terhadap aturan yang ada, tetapi juga
melibatkan rasa tanggung jawab dan kesadaran bahwa hukum berfungsi
untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Kepatuhan hukum
merupakan bagian integral dari kesadaran hukum yang lebih luas. Seorang
invidu tidak hanya mematuhi hukum karena takut terhadap sanksi, tetapi
juga karena memahami dan menerima nilai-nilai yang mendasari hukum
tersebut.’
F. Metode Penelitian
Dalam melihat reliabilitas, objektivitas dan validitas data penelitian, diperlukan
suatu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis data penelitian sebagai
berikut:
1. Jenis dan Sifat Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yang
melibatkan pemeriksaan mendalam, terperinci dan komprehensif
terhadap objek studi tertentu. Tujuannya adalah untuk meneliti kasus

tertentu melalui pengamatan langsung, audiovisual, wawancara dengan

16 Mochammad Abizar Yusro, Muhammad Aliefuddin Sayyaf, and Thufail Rozaan,
“Analisis Faktor Sosiologis Terhadap Kepatuhan Pembayaran ITuran Peserta BPJS Kesehatan Di
Indonesia,” Jurnal Hukum Lex Generalis 2, no. 4 (2021).

17 Soerjono Soekanto, “Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum,” Jurnal Hukum &
Pembangunan 7, no. 6 (1977).
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dilengkapi dokumen pendukung.'® Objek kajian dalam penelitian ini
adalah faktor-faktor belum diterapkannya sertifikasi halal di mana
dalam pelaksanaanya pelaku usaha pesantren belum menerapkan
sertifikasi halal.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik.'® Sifat deskriptif yang
berarti penelitian ini menggunakan metode dengan cara mengumpulkan
sejumlah informasi terkait objek penelitian dan perilaku ketika
penelitian ini dilaksanakan.?® Penyusun juga memaparkan fakta-fakta
yang ditemukan di PMDG Kampus 5 Darul Qiyam Magelang
dilanjutkan dengan menguraikannya secara cermat dan terarah. Dalam
penelitian ini, penyusun mengumpulkan sejumlah informasi tentang
praktik sertifikasi halal di PMDG Kampus 5 Darul Qiyam Magelang
kemudian menganalisisnya menggunakan teori kepatuhan hukum
Soerjono Soekanto.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi kasus dengan data lapangan
mengenai faktor-faktor penyebab belum diterapkannya sertifikasi halal
di pondok pesantren. Data yang diperoleh penyusun di lapangan akan
dikembangkan dengan cara menganalisis data menggunakan teori

kepatuhan hukum Soerjono Soekanto. Tujuan menggunakan

18 John W. Creswell, Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Diantara Lima
Pendekatan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 135.

19 Hendri Tanjung dan Abrista Devi, Metode Penelitian Hukum Islam, (Bekasi: Gramata
Publishing, 2018), 10.

20 Mukhtar, Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif, (Jakarta: GP Press Group, 2013), 11.
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pendekatan ini untuk mengetahui analisa penyusun aspek ketepatan

pelaku usaha apakah sudah sesuai dengan teori kepatuhan hukum

ataukah tidak dengan fakta yang terjadi di lapangan dalam menjalankan

UU JPH.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini melalui data primer dan

sekunder melalui tiga langkah berikut ini:

a. Observasi
Suatu metode pengumpulan data-data penelitian dengan
cara mengamati ataupun penginderaan.?! Pengamatan ini harus
dilakukan oleh penyusun untuk mencari dan menemukan
masalah di tiga unit usaha pesantren, yaitu pabrik roti, pabrik es
krim dan pabrik teh.
b. Wawancara
Penelitian  kualitatif ini  memerlukan wawancara

mendalam (depth interview) untuk memperoleh informasi
secara mendalam dengan bertatap muka dengan responden
penelitian. Penyusun melakukan wawancara dengan manajer
unit usaha pabrik roti, pabrik es krim dan pabrik teh di Pondok
Modern Darussalam Gontor Kampus 5 Darul Qiyam Magelang

serta beberapa pelaku usaha yang terlibat langsung dalam

21 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana, 2009), him. 115.
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menjalankan kegiatan perekomomian di pesantren untuk
memperoleh informasi yang diperlukan.
c. Dokumentasi
Sumber data yang lainnya penyusun dapatkan dari
temuan di lapangan, seperti produk unit usaha pesantren,
kondisi pabrik unit usaha dan lingkungan pondok pesantren.
4. Teknik Analisis Data
Proses menganalisis data merupakan suatu proses mencari, menemukan
dan menyusun data secara sistemik, baik data-data yang didapatkan dari
hasil observasi, wawancara atau dokumentasi.?> Miles dan Huberman
menjelaskan bahwa terdapat tiga tahapan dalam menganalis data
kualitatif, yaitu tahapan reduksi data, tahapan penyajian data dan
tahapan pengambilan kesimpulan.?® Pada proses tahapan reduksi data,
data-data yang terkumpul disederhanakan oleh penulis. Tahapan kedua
adalah tahapan penyajian di mana penyusun menyajikan data yang
ditemukan di lapangan dan menganalisisnya. Selanjutnya, penyusun
menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi data. Setelah semua data
terkumpul dalam penelitian, proses terakhir yang dilakukan penyusun

adalah pengeditan data dan penyuntingan data. Hal ini bertujuan agar

22 Burhan Bungin, Analisis Data Kualitatif: Pedoman Filosofi dan Metodologi ke Arah
Penguasaan Moadel Aplikasi, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), him. 209.

23 Norman K. Denzim dan Y Vonnas. Lincoln, Hanbook of Qualitative Research, terj.
Dariyanto, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi (Yogyakarta: Ull Press, 2005), him. 28.
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penyusun dapat memeriksa kembali data-data dan hasil analisis

penelitian.?

G. Sistematika Penulisan

28.

Penyusun membagi sistematika pembahasan dalam penulisan kajian ini
menjadi lima bab untuk untuk membuat penulisan lebih terstruktur dengan
sistematika pembahasan berikut ini:

Bab pertama berisi pengantar dan rumusan masalah serta rumusan,
tujuan dan keuntungan penelitian. Ini juga menjelaskan kerangka teori
penelitian dan metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis data
lapangan serta sistematika pembahasan agar lebih agar dapat penulisan dalam
penelitian ini sistematis.

Bab kedua menjelaskan tentang konsep dasar tentang halal. Penyusun
membaginya menjadi tiga sub bab. Sub bab pertama meliputi pengertian halal
dan rayyib, landasan halal dan pandangan ulama mengenai halal. Sub bab
kedua meliputi peraturan pemerintah dan UU Tentang Jaminan Produk Halal
mengenai sertifikasi halal. Terakhir tentang teori kepatuhan hukum Soerjono
Soekanto yang nantinya akan digunakan penyusun untuk menganalisis data
penelitian.

Bab ketiga memaparkan tentang data-data yang penyusun dapatkan di
Unit Usaha Pesantren, yaitu tentang profil PMDG Kampus 5 Darul Qiyam

Magelang dengan alur serta praktik unit usaha pesantren, macam-macam unit

24 Supardi, Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis, (Yogyakarta: Ull Press, 2005), him.
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usaha yang menjadi penopang perekonomian pesantren dan praktik penerapan
sertifikasi halal. Bab ini memberikan informasi tentang objek dan subjek
penelitan yang digunakan sebagai bukti bahwa data dari penelitian ini diperoleh
di lapangan.

Bab keempat membahas analisis data dari inti masalah penelitian.
Penyusun memaparkan hasil penelitian, termasuk kumpulan data dan temuan
analisis mereka terhadap masalah yang dirumuskan, terkait dengan analisis
praktik sertifikasi halal di PMDG Kampus 5 Darul Qiyam Magelang, analisis
terkait penerapan UU JPH ditinjau dari teori kepatuhan hukum Soerjono
Soekanto.

Bagian penutup dari bab kelima menguraikan kesimpulan hasil
penelitian dan rumusan masalah serta saran dari penyusun terhadap kajian dan
penelitian lanjutan bagi para akademisi. Tujuannya agar pembaca memahami

pokok permasalahan dan intisari dari penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian penyusun terkait tinjauan sosiologi hukum
faktor penghambat sertifikasi halal unit usaha pesantren di PMDG Kampus 5
Darul Qiyam Magelang, maka penyusun dapat menarik beberapa kesimpulan
sebagai berikut:

1. Secara praktik, ada banyak unit usaha pesantren yang telah
dikembangkan di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 5
Magelang. Seperti, Yayasan Motor & Bensin, Darul Qiyam Resto,
Minimarket Latansa, Pabrik Roti, Fotokopi, Pabrik Es Krim, Pabrik Teh,
Wartel, Kafe La Dema, Kantin Santri, Pemotongan Ayam dan Kantin
Sindo yang bertujuan untuk melatih, mendidik santri dan meningkatkan
perekonomian pondok pesantren. Berdasarkan UU JPH Nomor 33 Tahun
2014 Pasal 4 dan PP Nomor 39 Tahun 2021 semua unit usaha yang ada
di pesantren ini belum memenuhi sertifikasi halal khususnya dalam unit
usaha pangan, seperti Pabrik Roti, Pabrik Es Krim dan Pabrik Teh.
Dalam praktiknya ketiga unit usaha pesantren belum menjalankan
sertifikasi halal sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah.
Oleh karena itu, permohonan sertifikasi halal perlu diterapkan dalam
memenuhi kewajiban sertifikasi halal tertanggal 17 Oktober 2024 untuk

menjamin kehalalan produk.
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2. Faktor-faktor yang menghambat sertifikasi halal di unit usaha pesantren
PMDG Kampus 5 Darul Qiyam Magelang dipengaruhi oleh faktor
internal dan eksternal. Faktor penghambat internal seperti, keterbatasan
sumber daya manusia, kurangnya kesadaran dan literasi, kebijakan
internal, ketidakpastian hukum, kendala organisasi dan administratif dan
resistensi terhadap perubahan. Sedangkan faktor penghambat eksternal
dipengaruhi oleh keterbatasan akses dan kondisi ekonomi pesantren,
kondisi pasar dan permintaan konsumen, regulasi dan kebijakan
pemerintah, tingkat kesadaran konsumen dan masyarakat dan kerjasama
kepada pemerintah dan lembaga sertifikasi.

3. Tingkat kesadaran hukum yang dialami oleh pelaku usaha masih rendah.
Hal ini ditandai dengan adanya regulasi UU Nomor 33 Tahun 2014 Pasal
4 dan PP Nomor 39 Tahun 2021. Namun, Para pelaku usaha pabrik
belum mengetahui terkait regulasi yang telah dijalankan oleh
pemerintah, hal ini menunjukkan pengetahuan tentang hukum dan
tingkat kesadaran yang rendah terhadap PP Nomor 39 Tahun 2021
tentang kewajiban sertifikasi halal tertanggal 17 Oktober 2024 bagi para
pelaku usaha. Penyusun menganalisis bahwa tingkat kepatuhan hukum
secara compliance terhadap sertifikasi halal masih rendah dikarenakan
belum adanya sanksi hukum kepada pihak unit usaha pesantren melalui
peringatan tertulis. Sedangkan, identifikasi dengan pandangan bahwa
sertifikasi halal hanya sebagai tren perluasan pasar. Selain itu,

internalisasi dengan tingkat kepercayaan serta penilaian pelaku usaha
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terhadap produk di unit usaha pesantren yang sudah pasti halal
dikarenakan bahan baku yang berasal dari zat halal juga, justru
mengakibatkan proses sertifikasi halal terhambat sehingga unit usaha
lamban mengalami perkembangan.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian penyusun terkait tinjauan sosiologi hukum
faktor penghambat sertifikasi halal unit usaha pesantren di PMDG Kampus 5
Darul Qiyam Magelang, maka penyusun memiliki saran sebagai berikut:

1. Pesantren perlu mempertimbangkan pendekatan komprehensif,
termasuk edukasi dan pelatihan internal, peningkatan sumber daya,
pembentukan kebijakan yang mendukung dan pengelolaan perubahan
secara efektif. Selain itu, meningkatkan pendidikan dan kesadaran
masyarakat tentang pentingnya produk halal juga penting untuk
menciptakan permintaan yang lebih besar terhadap produk halal dari
pesantren.

2. Pesantren dapat bekerja sama dengan pihak terkait, meningkatkan
advokasi untuk sertifikasi halal di tingkat pemerintah dan masyarakat,
serta menjalin kemitraan dengan lembaga atau organisasi yang
mendukung sertifikasi halal.

3. Perlunya perluasan dan pengembangan penelitian sertifikasi halal secara
komprehensif dan komparatif terhadap berbagai unit usaha pesantren di

Indonesia. Khususnya, bagi para pihak pesantren, akademisi dan
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lembaga pemerintah dalam menunjang kesadaran hukum sertifikasi

halal.
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